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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
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KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Bagian Kedelapan Paragral

Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Bab VI serta Pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakit Kepala Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakit Bupati Pemalang Tahun 2005.

1. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor304l) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890):

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2002 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425 I );

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 43 l0);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Negara Nomo4r 4277);

7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majetis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 l0);

8. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4439);

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439):

I I . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;

12. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye

Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4370);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa

Tengah Nomor : 001/PeriKPID-JTG/V/2005 tentang Pedoman Bagi
Lembaga Penyiaran Dalam Menyiarkan Pemilihan Bupati;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMAI-ANG TAHl]N 2005.

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang'

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

Kabupaten Pemalang berdasarkan Fancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tatrun lg+s untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang

khusirs oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pemalang.

5. partai potitik adalah Partai Potitik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2003.

6. Gabungan Partai Politik adalah 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau lebih yang

bersama-sama bersepakat mencalonkan I (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

7. pasangan calon Bupati dan Wakit Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta

pemili-han yang diusulkan oleh partai potitik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi

persyaratan.

8. Tim Petaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh

pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan

terkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungiawab atas pelaksanaan

teknis penyelenggaraan kampanye.

9. panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Panwas adalah

panwas Kabupaten untuk tingkat Kabupaten Pemalang, dan Panwas Kecamatan untuk tingkat

Kecamatan.

9. peserta Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 dan telah

ditetapkan serta diumumkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

10. pemitih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) penduduk Kabupaten Pemalang yang

pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah berumur l7
(tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin yang terdaftar sebagai pemilih.

11. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Tim Kampanye untuk

membantu menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

12. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati.

13. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu

kegiitan yang dilakukan oleh pasangan calon darVatau tim kampanye/juru kampanye untuk

menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besamya. dengan

menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat

dengan bentuk danjadwal waktu yang telah ditetapkan.

14. Lembaga Penyiaran adatah penyetenggara jasa penyiaran radio atau televisi, baik lembaga

penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, maupun [enlbaga penyiaran berlangganan'



(l) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye. harus memenuhi unsur-unsur sebagai

berikut :

a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye/juru kampanye;

b. unsur menyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besamya;

c. unsur menawarkan visi, misi dan program pasangan calon;

d. unsur tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye; dan

e. unsur waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten'

(2) Unsur-unsur sebagaimana tersebut ayat ( I ) harus bersifat kumulatil"

(3) Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang

diperjuangkan dan strategi untuk me[,ujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan' tertib, dan

-"niiai4 yuitu dengan cira-cara yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi

BAB II

PEDOMAN. JADWAL DAN BENTUK KAMPANYE

Bagian Pertama

Pedoman KamPanYe

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah

oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye'

Pasal 7

(1) Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan
' ' 

progru=. secara tertulis atau tidak tertulis (lisan) kepada masyarakat pemilih'

(2) penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara yang sopan'

tertib dan edukatifdengun 
"uru-.u.u 

yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi.

(3) Visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah :

' ' u. Vi.i yaitu' uraian berkeiaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan

masyarakat yang hendak diwuj udkan.

b. Misi yaitu uraii berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau

mewuj udkan visi.
c. Prog.am yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan/atau strategi/taktis dan

op.L.ionui untuk melaksanakan kebijakan yang bersitat publik

pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye

Pemillhan serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undan gan.

Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk

menggunakan fasilitas umum yang bersifat terb;ka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

(1)Identitastimkampanye/jurukampanyewajibdidaftarkankepadaKPUKabupatendengan
menggunakan formulir rra,iJ.i e.g-f w( bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon.

(2) Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye

Pasal 5



,

(2) Pendaftaran tim kampanye/juru kampanye dengan ketentuan :a. Tim kampanye/juru kampanye tingkat kabripaten pada KpU Kabupaten:b' Tim kampanye/juru kampanye tingkat k"cumutan pada KpU kubrfut.n dengan tembusankepada panitia pemilihan Kecamatai (ppK) setempat:c' Tim kampanye/juru kampanye tingkat desa/kelurahan pada panitia pemilihan Kecamatan(PPK) setempat dengan tembusan pada panitia pemungutan Suara (ppS) sete-;;;

(1) Tim kampanye/juru kampanye
desay'kelurahan.

Pasal 8

dapat dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan/atau

Bagian Kedua

Jadwal Kampanye

Pasal 9

(l) Kampanye dilakukan dalam jangka waktu l4 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelumhari dan tanggal pemungutan suara.

(2) waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud padahuruf a adalah merupakan masa tenang.

(3) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Kabupaten dengan memperhatikan usul daripasangan calon.

(4) Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh peserta pemilihan dari KpU Kabupaten selambat-

Bf,:;;,ffi;, fl,.?;],. 
n-r sebelum p"rur.unui- rumpanye, dengan tembusan iepada Kepala

(5) Tim kampanye dan/atau..jrrru kampanye wajib membuat 
_ 
surat pemberitahuan pelaksanaankampanle kepada Keooliiiun n..on 

--ir.m"L're 
,.p-19g,_lambatnya 3 (riga) hari sebelumditaksanakannya kampanye d.rg; ,;;trr;, r.o.?, rcau Kabupaten.

(6) Dalam hal jadwar 0,, 
lrlll penyerenggaraan kampanye yang rerah ditetapkan tidak digunakan

;l;ii"l*;ilii|jiff##:","i,il:u';?-o*'i i"''#t', p.nv.r.nggu*;; ffi;r. ridak dapar

(7) Hari pertama kampanve dilakukan dalam Rapat paripuma DpRD dengan acara penyampaian visi.misi. dan program dari pasangan caron secara b..;;i;'.J;,;:",":lr::i:1tifl.d.ngu, *uktr'yung slml tanpa ailakukan dialog. 
m sesuai dengan nomor urut pasangan calon

(8) Kampanye daran bentuk pefiemuan terbatas, tatap muka dan. diarog, debat publik/debat terbukaanrar caton. dan kamoanve d.utu, u.ntrt t .giri;;[i; yr"g riaur, ,i*gg; fi;;;r* perundang_undangan dimulai pulul b9.00 wlB a^r'u.rr"f,fri, 
'#ing 

iambat pukui 22.00 WIB.(9) Kampanye dalam bentuk

"o'i,'"u.?[T*'#ffi,il{f,x3::,.id'iid'*|1i,#:1H;;:o"y#,,,,.,
24.00fuIB. 

.-qu,puurL pasangan caton paling lambat tanggai ,l_N,;;;rb.. 2005 pukul

Bagian Ketioa
Bentuk-bentuk K#panye

Pasal I0
(l) Kampanye dilaksanakan dalam bentuk :

, ffijffil'ilT,li;i:1,?:T;il,llilofr;x*' 
caron Bupari dan wakir Bupari daram raparD. pertemuan terbatas:

c. tatap muka dan dialog;



d. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

e. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
f. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

g. pemasangan alat peraga ditempat umum;

h. rapat umum;
i. debat publik/debat terbuka antar calon;dar/atau
j. kegiatan tain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan/atau juru

kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus berisi visi, misi dan program Pemerintah

fabupaien yang akan diselenggarakan, apabita pasangan caton terpilih menjadi Bupati dan Wakil

Bupati.

Pasal I I

(l) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (1)' 
huruib, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta

tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung

dar/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut

dan foto pasangan calon, atribut, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan

calon.

(2) Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempal' ' 
pe.t.1nuin terbatas, dan hanya dibenarkan dipasang di luar halaman gedung sampai dengan radius

200 (dua ratus) meter.

(3) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (l). harus disertai

dengan undangan tertulis.

Pasal 12

(l) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (l)
huruf c, yaitu yang sifatnya dialog interaktif, dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah

peserla tidak melampaui kapasitas tempat.

(2) Dalam kampanye bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat(l)' hanya

dibenarkan membawa dan menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, dan atau

bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan

tatap muka dan dialog.

(3) Atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dibenarkan dipasang sampai

dengan halaman gedung atau tempat pe(emuan tatap muka dan dialog, dan tidak dibenarkan

dipasang di luar halaman gedung atau di tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan

radius 200 (dua ratus) meter.

(4) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), harus disertai

dengan undangan tertulis.

Pasal l3

(l) Kampanye dalam bentuk penyebaran dan penyiaran melalui media cetak dan media elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (l) hurufd dan hurufe, dilaksanakan melalui media
cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan
perundang-undangan.

(2) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon
untuk menyampaikan visi, misi dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekwensi
bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.

(3) Materi kampanye yang akan ditayangkan melalui media cetak atau elektronik disampaikan kepada

KPU Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya penayangan atau

penyiaran.



Pasal 14

Pasal l5

(l) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam' ' 
pasaf 10 ayat (l) huruf g, ditaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang

ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau atas izin pemilik tempat yang

bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

(2) Tempat pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dibenarkan dipasang

pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik
pemerintah, lembaga pendidikan, dan jalan-jalan protokol, serta tempat milik perseorangan atau

badan swasta, kecuali atas izin pemilik tempat yang bersangkutan.

(3) Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) berjarak

sekurang-kurangnya I (satu) meter dari alat peraga peserta pemilihan lainnya.

Pasal l6

(1) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat(l) hurufh,
dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari
pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung
tempat tersebut), dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta

kampanye pasangan calon lainnya, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

(2) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyesuaikan dengan hari dan waktu
ibadah agama di Indonesia serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon,
simbol-simbol, panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari
pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal l7

(1) Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar calon dengan publik sebagaimana dimaksud
Pasal l0 ayat (l) hurul i diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dengan materi visi, misi dan
program masing-masing pasangan calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang
bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya, dilaksanakan pada ruang tertutup
(gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak
memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung alau bukan pendukung
pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut.

(2) Dalam kampanye debat publik/debat terbuka pasangan calon dengan publik, dilarang menyerang
hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan/atau melecehkan dan/atau menghina pasangan
calon.

(3) Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus dise(ai undangan
tertulis.

Pasal 18

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat(l) hurufj dapat dilaksanakan berupa hiburan yang
mengandung unsur budaya.

(l) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam'- 
pasai l0 ayat(l) huruf I dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat

umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar pasangan

calon.

(2) Bahan-bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dapat berupa selebaran, stiker,

kaos, topi, dan barang-barang cinderamata lainya.



Keporisian Reson pemarans dapar mengusulkan kepada KpU Kabupaten untuk membatarkan ataumenunda peraksanaan kam#nve a.rgun"t"-;;u;i.:;;1 
raslngan ialon atau tirn ka-panye yangbersangkutan apabila keamanan- di wirayah teffiokasi kampanye tidak riemungkinkandiselenggarakan kampanve. dan KpU ruurput.n ,.r,1*rr"" p.ruriur"n'uirr';:;;;^, kampanyedengan memberirahukan kepada pasangan .ri;;;;;;;;';', uu.punr. yang bersangkuran

Pasal l9

Pasal 20

Pasal 2 I

Pasal 22

BAB III

LARANGAN KAMPANYE

Pasal 23

Massa yang menghadiri kampanye.dengan menggunakan kendaraan bermotor, dalam keberangkatandan keputangannya ditarang melaLukan ;*"i k"ff;;;;;;ermoror.

(l) Keikutsertaan personir saruan tugas (satgas.) partai politik atau. gabungan partai politik yangmencalonkan pasangan c3to.n a1!m *d; k.il;; 'krrpuny. tiaat ai,benarfan ,,.rggunukunseragam mirip Tenrara Nasionar. tnaonesia.rKefroiirir" Iv.g"r" n.pruri[ 
-r"ar"lriu. 

,.nyi,rprndan'/atau membawa seniata api. aun ,.n1utr'iffi. 'lerra 
*a.;iu membanru Keporisian RepubrikIndonesia dalam menjaga kete.tiban a* i*rn"#'ilur'ounr..

(2) Pembentukan posko Satsas. partai poritik atau gabungan partai poririk yang mencaronkan pasangancaton serta pembentukaln 4tFplr-i..tro"i;;5;ilr"* pasansan caron yang ridak terdarrar
fltlt.i'L};ft?Tve 

tidak dib.";.k";. k;;J;#."rJr.'1u.;r.i, ;;;;;,,d;,;,id'a'n ringkungan

t" 
:H:;l,i?1T";:ilf,#'l.I'' calon Bupati dan wakir bupati daram meraksanakan kampanye ridak
-;dil;"ffi d,i,lilid#5 iTTj,$?*" 

jabatannva du, hu',;-;;;1ffi#' curi. dengan
(2) Izin curi pejabat Neeara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bagi BupatiiWakil Bupati diberikanoleh*Cubemur aras-nama Vf.n,.ri Oufri",GJ" ilr", menggunakan formulir Model AB 6_

(" 
::T;|ililti,l;]ll"Tff;'f;;',l;fl:frlTr"ff};illx", avat (2) wajib diberitahukan oreh Bupati

"' ff il,'#.::fl;Jlli^:iiffiH,i;;,1,T#lll,Tfl:l,f,;ff seriap orang dirarang merakukan kegiaran
(2) scgala_ kegialan. pasangan caron. termasuk ,r, trrn' 

untuk masing-masing pasangan calon.
sebelum tanggal dimulai
p., o.uuu, ?Tir,.#: iultJiT#il:1il, j*J,]Jiiq:,iiir-i#[Ti:.f,lf.Jilil::X:
mengumpuikan massa di
r, *,i,. ri,. i'i. ffi ","i .: :,,T',,.,;Ijii jf fff r, Xr,,l : 

*' 1: jil :il| ffi [ ffi :: H,:?11H;l+1



Pasal 24

(l) Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang :

a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Partai Politik;

c. menghasut atau mengadu domba Partai Politik, perorangan, darVatau kelompok masyarakat;
d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

perseorangan, kelompok masyarakat daniatau Partai Politik;
e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari

pemerintahan yang sah;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten;
i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dadatau dengan

kendaraan dijalan raya:
k. melibatkan:

l. hakim pada semua peradilan;
2. pejabat BUMN/BUMD;
3. pejabat sruktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
4. kepaladesa./kelurahan;
5. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian

Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

(2) Pasangan calon atau tim kampanye darl/atau juru kampanye dilarang :

a. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
b. melakukan kampanye pada tempat dan waktu yang sama dengan kampanye pasangan calon

lainl

e. kampanye diluar batas wilayah kampanye yang ditentukan oleh KpU Kabupaten.

(3) Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan
kegiatan kampanye dan/atau kegiatan yang bersifat kampanye.

BAB IV

Pasal 25

memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye. dan
tempat-tempat yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan KpU Kabupaten pemalang,
yaitu seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya
dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan rempat gedung
pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan intemal pasangan calon;
menyebarkan bahan kampanye kepada umum pada masa tenang dan pada hari pemungutan
suara;

(l) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 23 ayat (l) hurufg. hurufh. hurufi. dan hurufj yang
merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :

a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belunr
terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Moder AB t -kwr yung ditandarangani oleh
Ketua KPU Kabupaten atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atai nama Ketua KpU
Kabupaten dan dibubuhi cap KpU Kabupaten yang beriifat finai, dengan ketentuan :l. peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing rangkap

untuk tim kampanye dar/atau juru kampanye yang mendaiat peringatan, untuk panwas
sesuai tingkatannya, untuk Kepolisian Republik Indonesia i..uui tinlkutunnya, dan KpU
Kabupaten sebagai arsip:

c

d

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN KAMPANYE



2.terhadapperingatantertulistersebut,timkampanyedarVataujurukampanyedapat
melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah

menerima Peringatan tertulis;

b.penghentiankegiatankampanyeditempatterjadinyapelanggaranataudiseluruhwilayah
i.u."puny" yanglersangkutan, apabila ginggrun keamanan berpotensi menyebar ke seluruh

wilayah-pemilihan, derigan menggunakan Model AB l-KWK yang ditandatangani oleh Ketua

Kpd KaLupaten atau Kitua kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten dan

dibubuhi cap KpU Kabupaten berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifbt final, dengan

ketentuan :

1. peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-

masing .angtap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan

kampanyenya, untuk Panwas atau Panwas kecamatan' untuk Kepolisian Resort atau

Kepolisian 3ektor sesuai tingkatannya, dan KPU Kabupaten sebagai arsip;

2. terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat

melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah

menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut'

(2) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat(l) huruf k adatah dikenakan sanksi penghentian
' ' 

tampiiye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten, dengan menggunakan formulir Model

AB1.KWK.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal22, Pasal 23 hurufa, hurufb, huruf c, hurufd, hurufe dan

huruff, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Panwas sesuai tingkatannya menerima laporan dari warga negara yang berhak memilih, pemantau

Pemilihan, dan/atau peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengenai pelanggaran terhadap

ketentuan kampanye, dengan ketentuan pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan
kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU
Kabupaten.

(2) Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh panwas sesuai tingkatannya.

Pasal 28

(1) KPU Kabupaten dapat membentuk pokja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya
dapat diambil dari instansi terkait.

(2) Dalam membentuk pokja monitoring pelaksanaan kampanye, KPU Kabupaten melibatkan Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk membantu memantau kegiatan kampanye diwilayah kecamatan
masing-masing bersama Panwas kecamatan.



Bentuk lbrmulir Model AB-KWK, Model AB l-KwK, Model AB 2-KWK, Model AB 5-KWK dan
Model AB 6-KWK untuk keperluan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana
tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 29

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
ATEN PEMALANG

uI h,t

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Agustus 2005
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